
 

 

 

 

BUPATI PULANG PISAU 

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  

 
PERATURAN BUPATI PULANG PISAU  

NOMOR 37 TAHUN 2023 

 
TENTANG 

STANDAR SATUAN HARGA, STANDAR BIAYA UMUM, ANALISIS STANDAR 

BELANJA DAN HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN PEMERINTAH 

KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN ANGGARAN 2024  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI PULANG PISAU, 

 

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan 

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden 

Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, 

perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga 

Satuan, Standar Biaya Umum, Analisis Standar Belanja dan 

Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Kabupaten               

Pulang Pisau Tahun Anggaran 2024; 
 

Mengingat 
 

: 
 

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan 

Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten 

Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, 

Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan 

Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 

18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4180); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi 

Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6736); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah 

SALINAN 
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diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 

tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 

6736); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir  

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 

143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6801); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6757); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6757); 

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6856); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 

Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6523); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar 

Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 57); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015  

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 157);  

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016  

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten 

Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 04); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 1 Tahun 

2020 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2020 

Nomor 01); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 8 Tahun 

2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2022 Nomor 8). 

 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PULANG PISAU TENTANG STANDAR 

SATUAN HARGA, STANDAR BIAYA UMUM, ANALISIS STANDAR 

BELANJA DAN HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN PEMERINTAH  

KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN ANGGARAN  2024 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Pulang Pisau. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara   

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Pulang Pisau. 
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4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 

Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulang Pisau yang 

berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 

5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka 

pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai 

dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang 

berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

6. Pengadaan Barang/Jasa adalah usaha atau kegiatan pengadaan 

barang/jasa yang diperlukan oleh instansi pemerintah, yang meliputi 

pengadaan barang, jasa pemborongan, jasa konsultasi dan jasa lainnya. 

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya di sebut APBD 

adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan 

disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

8. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah. 

9. Standar Satuan Harga  yang selanjutnya disingkat SSH adalah harga 

satuan barang dan jasa  yang ditetapkan dengan mempertimbangkan 

tingkat kemahalan daerah yang berlaku di suatu daerah. 

10. Standar Belanja Umum yang selanjutnya disingkat SBU adalah harga 

satuan setiap unit non barang/jasa seperti honorarium dan perjalanan 

dinas yang berlaku di suatu daerah.  

11. Analisa Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar 

yang digunakan untuk Penilaian Kewajaran atas beban kerja dan biaya 

yang dianggarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat  Daerah 

untuk melaksanakan suatu kegiatan. 

12. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat HSPK adalah 

merupakan harga komponen kegiatan fisik/non fisik melalui analisis yang 

distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan 

SSH sebagai elemen penyusunannya.  

13. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 

selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana 

pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana 

pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi 

bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan 

rancangan APBD  

 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

 

Pasal 2 

(1) Maksud penyusunan Peraturan Bupati ini adalah tersedianya SSH, SBU, 

ASB dan HSPK sebagai acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah yang dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran Perangkat 

Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2024. 

(2) Penyusunan Peraturan Bupati ini bertujuan dalam rangka mewujudkan 

keterpaduan, keserasian, tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan disiplin 
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anggaran dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2024. 

 

BAB III 

STANDAR SATUAN HARGA, STANDAR BIAYA UMUM, ANALISIS STANDAR  

BELANJA DAN HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN 

 

Pasal 3 

(1) SSH, SBU, ASB dan HSPK tercantum dalam Lampiran yang  merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(2) SSH, SBU, ASB dan HSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harga sudah 

termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dipergunakan sebagai bahan dalam 

penyusunan RKA-SKPD dan Pelaksanaan APBD Kabupaten Pulang Pisau 

Tahun Anggaran 2024 dan bukan untuk menyusun Harga Perkiraan Sendiri. 

 

Pasal 4 

Pelaksanaan pengadaan barang yang tercantum dalam E-Katalog dapat 

berpedoman pada patokan harga, jenis dan spesifikasi yang sudah tersedia 

dalam daftar E-Katalog Portal Nasional yang dikeluarkan oleh Lembaga 

Kebijakan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). 

 

Pasal 5 

Apabila dalam pelaksanaan terjadi kenaikan harga barang/jasa akibat kebijakan 

Pemerintah, inflasi dan/atau keadaan memaksa yang disebabkan karena 

bencana alam, dan lain-lain sejenisnya agar disesuaikan dengan harga pasar. 

 

Pasal 6 

Untuk SSH, SBU, ASB dan HSPK yang tidak ditetapkan dalam Peraturan Bupati 

ini, dan/atau ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang lebih 

tinggi, dapat mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi 

tersebut. 
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BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 7 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten            

Pulang Pisau. 

  Ditetapkan di Pulang Pisau 

   pada tanggal 14 Juli 2023 
 

 BUPATI PULANG PISAU, 

 
 

ttd 

 

PUDJIRUSTATY NARANG 
Diundangkan di Pulang Pisau 

pada tanggal 14 Juli  2023 
 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN PULANG PISAU, 

 

ttd 
 

 
TONY HARISINTA 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2023 NOMOR 037 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya  
 

  Kepala Bagian Hukum Setda  

    Kabupaten Pulang Pisau,  
 

 

 

             UHING, SE 
NIP. 19651001 199303 1 006 

 

 

 


